BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1.

Pemenuhan hak pekerja disabilitas yang mengalami kesulitan berjalan dalam
memperoleh pekerjaan diatur dalam Pasal 11 huruf (a), Pasal 45, Pasal 47, dan
Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas. Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas
mewajibkan untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) bagi
perusahaan milik pemerintah dan paling sedikit 1% (satu persen) untuk
perusahaan milik swasta. Selain melalui penerbitan peraturan perundang-
undangan, upaya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam
memperoleh pekerjaan juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas
pendidikan, peluang kerja, serta penempatan kerja bagi penyandang
disabilitas.

Pada UU Penyandang Disabilitas belum diatur ketentuan sanksi yang jelas dan
mengikat bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota dalam mempekerjakan
pekerja disabilitas. Sanksi mengenai pelanggaran kuota pekerja disabilitas
dapat ditemukan pada ketentuan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Di
Jawa Timur, sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota diatur pada
Pasal 84 dan Pasal 86 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013,
yaitu berupa sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis, pembekuan
dan/atau pemberhentian pemberian bantuan, dan/atau tindakan lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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4.2 Saran

1. Bagi masyarakat nondisabilitas diharapkan dapat menghilangkan persepsi
negatif serta tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang
disabilitas. Setiap manusia memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-
masing, sebagaimana penyandang disabilitas juga memiliki potensi diri yang
berharga di balik kekurangan yang dimiliki.

2. Bagi penyandang disabilitas diharapkan untuk selalu optimis dan mau
bersosialisasi dengan berpartisipasi dalam program-program yang mendukung
pengembangan diri seperti expo pendidikan inklusi, program KLOB, job fair,
program pelatihan kewirausahaan dan lain sebagainya, baik yang diadakan
oleh pemerintah maupun swasta.

3. Bagi perusahaan milik pemerintah maupun swasta diharapkan dapat bersikap
terbuka terhadap penyandang disabilitas dengan merekrut pekerja disabilitas
sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah pekerja untuk perusahaan
swatsa, dan sekurang-kurangnya 2% (dua persen) bagi perusahaan milik
pemerintah. Memiliki disabilitas bukan berarti tidak memiliki potensi. Dalam
bidang pekerjaan yang tepat, penyandang disabilitas juga dapat memiliki
kinerja yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan orang lain pada
umumnya.

4. Bagi pemerintah, khususnya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
sebaiknya mempertimbangkan pembentukan Komisi Nasional Penyandang
Disabilitas untuk menjamin efektivitas pemenuhan hak-hak penyandang

disabilitas di Indonesia, mengingat bahwa pengawasan dalam pelaksanaan dan
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penegakan hukum mengenai penyandang disabilitas masih sangat minim.
Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas
dengan menambahkan ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi yang
tegas dan mengikat bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja

disabilitas agar penerapan kebijakan dapat berjalan dengan efektif.
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